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FERATUZ AN DAERAH KABUPATEN SID \/IALUNGUN
NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG
LZIRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

Menimbang : a. 2ahwa icngan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Dzaerah dan Retribusi Dacrah, maka seluruh Peraturan Daerah yang
mengaiur tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu dxtln_]au kembali dan
disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 scbaszmmzma
dimaksud d: atas;

b. pahwa Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksuc¢ pada huruf a
diatur daiam Pasal 14] Undang-undang Nomor: 28 Talun 2009 dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal
156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dimaksud;

c. oahwa herdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud dalim huruf a dan
churuf b, perlu. membentuk Peraturan Daerah tentang Retrbusi. Perizinan
Tertentu. ' T

Mengingat ¢ 1. Usshar-) ndang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Otonpr Kabupaten-Kabupaten Dalam ngkungan ‘ Danrah Propum
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia TahL N 1956 Nomor
~ 58¢ Tapahen Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092) ‘

J

) 2. Liendangstoadeng /Nomor © 8 Tahun 1981 tentang Undmg L ndang Hukum
Acara I a,—n:{’j ~xmbaran Negara Republik Indonesia, Tahu,x 19‘81\ ?\\omor
- 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ,‘298 B
Undang:Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pcnkanan H(Lembarem
‘Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lcmbmn
‘ Negara Republik Indonesia Nomor 4433)

Undang-L ndzmg Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pcmerlr‘tahan Daerah
(Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 2004 \Iomor 125 Tdmbah'm
Lembaran [Negara Republik Indonesia Nomor 4437) scbag'umzma tclah
diubah beberapa kali. terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12, T'\hun

2008 ennng Derubahan Nedua Atas Undang-Undang \omor _‘2 Tmun 2004
tentang Demeriniahan Dacrah (Lembaran Negara chubhk Indom:m thun
2008 No:mor 59, Tambdhan Lembaran Negara chublxk Indoncsm nomar
4844);

Undang-iUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pe.nmbanban Keuangan
Antara - Pemerintah; Pusat dan Pemerintah Daerah (Lcrrbaran Ncgara
Republikx - Indonesia T“Lhun 2004 Nomor 126, Tambahzm Lcmbar'm Negam
Republik indonesia Nomor 44338);
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Urcang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Momor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5049);
Undang-Urdang Nomor 12.Tahun 2011 tentang- Pembentukan: Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara-Republik Indonesia: hahun 2011
Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Novor 5234):
Peraturan I'emernntah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanain Undang-
undang Nemor § Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Repubiix Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lcmbamn
Negara Repubiik Indonesia Nomor 3238);

Peraturan Pomerintah. Nomor 54 Tahun 2002 tentang/ Usaha - Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);

Peraturen Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pernerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah  Provinsi  dan
Pemerintahan Dacerah Kabupaten/Kota  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indenesia Nomor 4737;

Peraturan I'omerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Dacrah
dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

. Peraturan - Menteri Kelautan dan  Perikanan Republik  Indonesia No.

Per.12/Men/2007 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan.

. Peraturan Dacrah Kabupaten Simalungun Nomor 17 tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun

(LLembaran Dacrah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 17 Seri D

Nomor 16). secbagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerrh Kabupaten
Stmalungun Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Dacrah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Dacrah Kabupaten Simalungun (Lemoaran Dacrah

Kabupaten Simalungun Tahun 2011 Nomor 2 Seri D Nomor 2 );

Dengan Persetujuan Bersama

DEMW AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

}-Ieneta[ﬁ_l;an

dan
BUPATI SIMALUNGUN

MEMUTUSKAN :

PERATEL R/ N DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TFR ‘""TU

BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan:

Da(.r h adalah I\abupak Simalungun.

P mc'mmhan Dacrah adalah Penyelenggaraan Urusan pemerintah oleh Pemerintah Dacrah dan
Du\ n Pcma_kn an Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembuntuan dengan
prineip otonomi  sciu ws-luasnya dalam  sistem ‘dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia I\cqullk Indos JLSld schagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Repéohk Indoncsia Tahun 19:5.

Pem&nnmh Dacrah adalah Bupati dan perangkat dacrah sebagai unsur penyelenggara
pur rmtah:m dacr'xh

%

Bup v aa’*lah Bupati S/ Iunm.m



13.

18.

10.

1.

14.

‘Dewan Perwakilan Rakvutr"'l,g;» crah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga
Pervaki;pn Raxvat Dacrah sciegii unsur penyelenggara pemerintahan dacrah.

o~

Satuan: fgn,:rja'Psmgg:atD:ag:};." vong selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah

~yang bertung sungjav.ab dar terwenang dalam melaksanakan pengelolaan dan pemungutan
~pajak dagrah.

 Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan

peraturan perundang-undangzn.

‘Badan agcalah sekurs pulap orag dan/atau modal vang merupakan kesatuan, baik yang

mclanukan usaha maupun. ¥ R4 tldak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,

_perseroan. komanditer, pe,rsc‘ n'lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan
usgha milik daerah (BEARS m_r;ngg" pama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi,
kopems: ana pensiun, pessexutuan, perkumpulan, yvayasan, organisasi massa, organisasi
sosial 7 ,(H tﬂ\ organisasi, prafest atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya

termaseiyiontrak in vestast xeiektif dan bentuk usaha tetap.

‘Retmibhusi Dacrah, yang seipnjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai
pembayaran atas jasa.atau peinpgrian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan

oleh Pemerin;=h Daerah uniyt kepentingan orang pribadi atau Badan.

Perizinan Tertentu acasah jusisng disediakan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi
atauBadan yang dimaksudk;n untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan
ruang, pxnogunaan sumber daxa alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna
melindungi kepentingan umurm dan menjaga kelestarian lingkungan.

Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan
manusia vang ditanam atay dilekatkan atau melavang dalam suatu lingkungan secara tetap
sebagian atau seluruhnya pudy, di atas, di bawah permukaan tanah, dan atau perairan yang
berupa bangunan. '

. Bangunan Gedung adalah =pjud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan

tempat kedudukannya, scbaman atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah
dan/atau air, yang berfungsi scbagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk

hunian atau tempat tinggal. kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya,
maupun xegiatan khusus.

Bangunan-bangunan adalah perwujudan fisik arsitektur yang meliputi Bangun:m Hunian
ML_nu&m dan Bangunan vang Bukan Hunian Manusia.

Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian
termasuk pekerjaar menggali. menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan
pekerjaan mengadakan ban.unan tersebut.

. Mengubah bangunin adalyh pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada,

termasuk membongkar yvang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan
tersebut. )

Ganis Sempedan adalah @ _ms pada halaman pekarangan perumahan yang ditank sejajar
dengan as jalan, tepi sungai. atau as pagar dan merupakan batas antara bagian kavling/
pekarangan yang bolch dxh Wmenn dan yvang tidak boleh dibangun bangunan.

. Jarak Gans Sempadan gdalyh jarak minimal untuk mendirikan bangunan, pagar dan atau

sejenisnya vang diukur dart as jalur jalan, rel kereta api, tepi sungai, tepi pantal, danau atau
situ, saluran irigasi, lintasan kabel listrik tegangan tinggi/mencngah/rendah, instalasi pipa
minyak, pipa gas dan pipa air. ,

Tinggi Bangunan adalah jarpk yang diukur dari permukaan tanah, di mana bangunan tersebut
didirikan, sampai dengan titik puncak dari bangunan.

19. Izin Mendirixan Bangunan adalah perizinan vang diberikan oleh Pemerintah Dacrah kepada

pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi,
dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan
teknis yang berlaku.



* 20, Retribuxi izin Gancouzm adaleh Retribusi yang dikenakan olch Pemerintah Dacridiodalam
rgmuﬁa p’@ aberian izin tempat u.::a'z i1 keg Lm kepada, orang prbadisatau Badan yangdapat
Kerugian ,dur atau, gangguan,rtermasuk: pengawasan: dan

mwmbu “unancamen. bahaya
pcnagr‘ii:zmn Kegiatan usaha secara terus. menerus; untuk mencegah terjadinyar gangguan
! ke'ém‘*af* RLSCLJH'H&D atau ,_LFS chatan umum,,g}tymehhara ‘ketertiban © lingkungan~ dan

1

R mmﬁén_ ni no*m Kesclamatan dan kesehatan kerja.

Yiepdn
) 21 Tm}ck ac_ulal lintasan kendaraan untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus,
= mobil r*cnumpzmrv dan ansz\ ulen xhusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap
. dunyi\ U ’tL-p maupun uu\ A :cjadual dalam wilayah Daerah.

Al e
. 2’ Kencarean 1d ah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan
K‘cﬁd’th Y nu.}\ Bermotor. =

Cida

N 23. . Bgrmotor adalal; sctiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatar mekanik
) & ‘CI‘L""‘"“ ‘xm selain Kendaraan vang h,rjakm di atas rel.
f:"%b"ﬁl" sin sela
24, Kendaru 0 Bgrmotor Umun: adaleh setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang

Athn urar‘r‘ dweun dipungut bavaran.
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, ’-.»’ST.-‘:\ngk\nn? '\LI’ld’iI’c’Zlﬁ Unwm oedalah  kendaraan bermotor yang izdisedial-an. untuk

d':xrs_d yikan oleh umum dengan dipungut bayaran.
”-m YT qx

76 Pcrucahm Angkutan Umun adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang
dan/atit: barang dengan I\mu'lman Bermotor Umum.

) 27. Izin Tré\'ck adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang menyediakan
e 3 pela\ :mur angkutan penumpang umum pada suatu trayek tertentu.

M 23 Izin Irsxdmm adalah pemberian izin pemakaian jalan di luar jalur dari izin trayek yangtelah
s diberikan.

29. Ikan adelan segala jenis organisme vang seluruh atau scbagian dari siklus hidupnya berada di
dalam linckungan perairan.

30. Perikanan adalah semua kegiatan vang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan
qumbw dava ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, penooldhan sampal
Ogngm p:m&mrm vang dilexsanakan dalam suatu usaha perikanan.

Lmh ' I"*nka')an adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk merangkap atau
n‘cmbu ,uda\ak'm ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan

“ikan dnr ek tujuan komersil.
;’1 T BN L'.j‘f-;j‘

. 32. Perusahaan Perikanan Jndoncci’w adalah perusahaan yang meclakukan usaha perikanan dan
a1 “dilakukan oleh \\ arm ' Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.

CL
nra
» ot

33 hx idavaan ,11\&D ': raah keglatan  untuk  memelihara, membesarkan dan/atau
! Al \um ﬂn" scrt nemanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, ~termasuk
Ty ic !
Ke g ang mwwunun.w kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, m:ndinginkan,
;meﬁjﬂimm mcnoohh dqj "ldu mengawetkannya.
4. Pem'm L ,Da\a Ir\zm ._\uCﬂ adalah orang yang mata pencahariannya melakukan

w(.r:;

~emenuhi kebutuhan hidup schari-hari.

ua\”m 3\ m Ui,
'.:4((1 Al EREn U “?;1 (nd

35.‘?‘311 4!' 7n L saha Pm}n wan yang selanjutnya disebut SIUP, adalah Izin tertul:s yang harus
i d1m1 E “Arumhd‘.n u ‘nan untuk melakukan usaha perikanan dengan anenggunakan
tum dalam Izin tersebut.

37. Wanb Retribusi adahn orang prbadi atau Badan yang menurat ;peraturan
perundangundangan rc;rlbual diwajibkan untuk melakukan pembayaran retrib:usi, termasuk
pcm'uﬁ"u atau meotO'ﬂ” rLtrlbL51 tertentu.

38. \\’:u"v R;mhusi Pc*vm'm 1 knmtu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan
pcr’mn'm perundang- u“(_m gan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,
t(.r'msur\ pemungut atzv pymotono retribusi Perizinan Tertentu.

39. M asa Retribusi adalah <u91u jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib
Re*’rfonm untuk mcmzm; atmn jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintali Dacrah yang
bersan gkutan.
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atau penvetoran recribusi vang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah

dilakukan dengan cara lain k¢ kas daerzh melalul tempat pembayaran yang diwunjuk olch

Bupati.
P

Surat Setoran Retrbusi Daerai, vang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti peinbayaran

1. Surat Ketetapan Retribusi Dacrah, yang sclanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan

retribusi yvang menentukan besarnyva jumlah pokok retribusi yang terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Dacroh Lebih Bayar, vang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah
surat ketetapan retribusi vang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karcna
jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak
terutang.

. Surat Tagithan Retribusi Dzerah, vang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk

melakukan tagihan retribust dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Pemeniksaan adalah seranckaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan,
dan/aten buktt vanyg dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untux mengu)l kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan
retribusi  dan/atau untuk twjuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpaiztan daerah dan retribusi daerah.

Penyidilian tindak pidana i bidang perpajakan dacrah dan retribusi adalah serangkaian
tindakar yang dilakukan olch Penyvidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukt itu membuat terang tindak pidana di bidarg perpajakan daerah ¢an retribusi
vang terjadi serta menemukan tersangkanyva.

BAB I
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu
denis Retribust Perizinan Tertentu
Pasal 2

Jenis Berribusi Perizinan Terientu dalam Peraturan Daerah ini adalah:

a. wzetrthusi Izin Mendirikan ‘Bangunan ;

o

retribusi [zin Gangguan :

raintnust [zin Trayek - don

oo

retribust Izin Usaha Perikunan.
. mtrhesiiizin Tempat Penjudlon Minuman Beralkohol
Jenisilitribusi Perizinan [Tertentu selain yang diatur dalam Peraturan Daerah i ditetapkan

Abenran Peraturan Daerah tersendin yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Setign jienis 1etribust £ thavminan: (dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan sebagai Retribusi
Perizivar. T ettentn.

Bagian Kedua
Retribust 1zin Mendirikan Bangunan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 4

3,

Dengan nana Retribusi Izin Mendivikan Bangunan dipungut retribusi scbagai pemmbayaran atas

rpemyaerian izin mendinxan baigesan.

A
et




Pasal 5

(L) Ofpk: Wegimibrsi izin ! Naralitikan Bangunan adalah pemberian izin untuk meendirizan suatu
Epannynan.

(2) Remberian Izin sebagainama diimaksud pada-ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain
«dan pementaven pebisrnean pembangunannya agar tetap sesuai ‘dengan rencama iteknis
bangunan dan rencana ata ruang, dengan memperhatikan luas (lantai ‘hangunan,
volume besaran, indals. imdeks terintegrasi, tingkat kerusakan, harga satuan retribusi

“hangunan gedung, hargn retribusi prasarana bangunan gedung, indeks bangunan baruy, sserta
,p:n;gmvasan penggunann bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi
syaj:mj:k:cselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

(3) Tidak termasuk objek Reiribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberianiizit
untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Dacrah, Rumah Ibadah.

Pasal 6

Subjdk meatribust Izin feieniiniwn Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh

izinmendisikenbgngunar dian Frerwerintah Daerah.

Paragraf 2
“am Mdengaatur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi
Pasal 7
Tingkat penggunaan jasa :zin mendinkan bangunan divkur berdasarkan luas ruang dan indeks
banguzan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi
Pasal 8

(1) Prpasip dan sasaran dalem penetapan tarif Retribusi izin Mendirtkan Bangunan ditetapkean
pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraar. pemberian Izin
Mendirikan Bangunan. .

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
penerbitan doxumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, din
bieya dampak negatif dari pernberian izin tersebut. :

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 9

Besarnya retribusi IMB. izin merubah bangunan atau menambah bangunan dan izin sempad n
bangunar dibitung berdasarkan Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan duri
Peraturan Daernh inl. :

Bagian Ketiga
Retribusi Izin Gangguan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 10

Dengun nama Retribusi izin Gangguan dipungut Retribusi Izin Gangguan sebagai pembayasan
atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian
dan/atau gangguan.

N
N
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Cromasil @hiok Tasthusl eebagaimona dimaksud pada ayat (1) addlah tempat
tittan vepgtelahfentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Dacrah.

LR s

Pasal 12
Subpik 1R

TH L

LOILTHUC hﬁ-l\r‘ 1

aaynn adalah crang pribadi atau Badan yang mempercleh zin
Herpefint ;\‘\ ‘Dﬁemx. terhada p ‘xcmpa& uzaha/kegiatan yang dapatmenimbulkan
umw nantbahayva.ikeny tanday qiiugangguan

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Josa Retribusi
Pasal 13

LHANERR (s

j e
b deis
@) Payay

GOURII T hudw sarkan perkalian antare Juse ruang

v""“ \I [(‘,ﬂil“"h. 1 (_’;nLll!'L; .

il

e ddesks ddtash Powdgsnatan pads detal pervsabaan denpan Klasifikasi sobagai

LD Y
meni

a. Jalae N RN
. Jalon Ruspins: Je el

€. Fatom Kl ;;L,,‘tq:f/ﬂ_ulﬂ] Drsa d engan indeks 3 ;

Paragraf 3
Prins /i dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi
Pasal 144

1) Pediss da sasagn datan. penctapan taril Retribusi 1zin Gougguan didasarkan pada tujuan
tan e ecturuh biaya pemberion Tz Gangguan.

M pemberian izin sebagaimana dimaksud vada ayal (1) meliput
. pengawasan di lapangan, pencgakan hukum. penatausnbaan. dan

7it
dari pamberian izin gangguan.

R pleatup Gk
) Biaya pengeler ;
penertan dokwmen 17
Dbiava dawwpak negat

Paragral 4
Curyktur dan Besarnva Tarif Reuibusi
Pasal 15

(h Slmi; ur dan besarnya tari¢ Retribusi Izin Gangguan ditetapkan berdasarkan perhitingan :

lL ‘)-JI\LR.l‘J

i;if\.' = Rewribusi Jjin Gangguan
1L = Tarif L mmkunoan
LRTY = [ ua. Ruzng Tempat Usaha
(2) ‘P{:n.x.x:u:w besarrya :;rir «xc}ms'nmmm (l‘mdk sud avat (1), didagarkan pada lues mang usa

i diictaphan se
A, Liss reang u
b. Luasr d DL -

R BT ,\rm.‘m" i AENE g:.g.mpai c_leﬂgzm 1.000 m? scbesar Rp. 600,00/m?
d. Luas ruany usaha 1001 m?® keatas scbesar Kp, 050,00/

3

Kp. 500/m?

; Mama. Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 16

Dengan i)h‘“‘i‘ Reiribusi iz Travek dipungut reuibusi kepada setiap orang pribadi atau badan

yon(; menyediakan pelavanan angkutan penumpang umum pada suatu atau Leberapa trayek

tertentu, 46




Pasal 17

-

Objck Retribusi Retribusi {zin Travek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan

untuk menyediakan pelayanar angkutan penumpang umum pada sualu atau bcbcmpa trayek
lertentu _ B

Pasai 18

Subjek Retribasi Izin Trayek adnlah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Trayek dari
Pemerint

t2h Dacrah.

Paragraf 2
Cara iviengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Izin Trayek diukur berdasarkan jenis kendaraan
dan jumlan tempat duduk.

Paragraf 3
Pringip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi
Pasal 20

(1) Prizsipedan sasaran dalamipenetapan tarif Retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk
menutupsebagian atan seiuruh biaya pemberian Izin Trayek.

(Z)Biaya penyclenggaraan jpemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
'penetbitan dokumen izin. pengawasan di lapangan, pencgakan hukum, penatausahaan,dan
Diaydiampek mesatifdari puntberian 1zin Trayvek.

Paragraf 4
_siruktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 21

Strukiurdanse saarnya tari i tihust Izin Troyek ditetapkan sebagai berikut :

-.o| - Klasifikasi Tarif (Rp;

} [zin Trayek

e

i " Bus Limum

a. Kapasitas tempat duduk 9 s/d 15 seat 40.000.00/ tahun
b. Kapasitas tempat duduk 16 s/d. 25 scat 50.000,00/ tahun
c. Kapasitas tempat duduk diatas 25 seat 60.000,00/ tahun

Mobil Penwmpang Umum
a. Kapasitas lempat duduk 6 s/d § scat 35.000,00/ tanun
b, Kapasitas tempat duduk sampai dengan 5 scat | 30.000,00/ tahun
2. | ! Daftar ['lang Izin Trayck ' )

o

CBus imum

¥

a. Kapasitas tempat duduk 9 s/d 15 scat 30.000.-/tahun
b. Kapasitas tempat duduk 16 s/d. 25 scat 35.000,-/tahun
“¢. Kapasitas tempat duduk diatas 25 scat 40.000,-/tahun
| ‘
L ‘\Jom‘ Pepuwiparng L mum
| -a. Kapasites mmpat duduk 6 s/d § seat 25.000,-/tahun

’uh. “Kapesiie s dempat duduk sampal dengan 5 seat 20.000,-/tahun

~J



. Bagian Kelima .
Retribusi 1zin Usaha Perikaran

Paragraf 1
Nama. Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 22

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa
pemberian Izin Usaha Perikanan.

Pasal 23

(1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau
Badan untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan, meliputi Surat Ijin Usaha
Perikanan (SIUP):

a. pembesaran dengan areal lahan di;
- Kolam Air Tenang dengan luas lahan Iebih besar dari 20.000 M2
- Kolam Air Deras dengan luas Tahan Iebih besar dart 500 M?
pembenihan ikan dengan luas lahan lebih besar dari 7.500 M?
c. keramba Jaring Apung (KIJA) dengan jumiah unit KJA lebih besar dari 30 unit dengan

kerentuan ukuran 1 unii KJA lebih atau sama dengan 3 x 3 x 2,5 M.

(2) Tidak termasuk objek sebagaimana dimaksud pada' avat (1) adalah usaha/kegiatan di bidang
perikanan yang tidak memerlukan 1zin berdasarkan peraturan perundangundangan.

(3) Kewajiban memiliki SIUP dan membayar retribusi dikecualikan bagi kegiatan usaha
dibidang pembudidavaan ikan yang dilakukan oleh pembudidayaan ikan kecii dengan luas
lahan udak lebih dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1.

(4) Usaha dibidang pembudidayaan ikan di Jakukan air tawar dalam sistim bisnis perikanan yang
meliputi pra produksi. produksi, pengolahan, dan pemasaran.

Pasal 24

Subjek Retribusi Izin Usaha PPerikanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh [zin
Usaha Perikanan. '

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan fasa Retribusi
Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa izin usaha perikanan diukur berdasarkan jenis usaha dan jangka waktu.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
Pasal 260

(1) Prinsip dan sasaran dalam penctapan tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan didasarkan pada
tujuan untuk menutup sehagian atau seluruh biaya pemberian Izin Usaha Perikanan.

(2) Biaya penyclenggaraan pemberian fizin scbagaimana dimaksud pada ayat (1) meclipuli
penerbitan dokumen izin. pengawasan di lapangan, pencgakan hukum, Penatausahaan, dan
biava dampak negatif dari pemberian izin Usaha Perikanan.

(3) Usaha dibidang pembudidayaan ikan pada tahap praproduksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 meliputi pemetaan lahan, identifikasi lokasi, status kepemilikan lahan, dan/atau
pencetakan lahan pembudidayaan ikan

(4) Usaha dibidang pembudidayaan ikan pada tahap produksi scbagaimana dimaksud dalam

 Pasal 23 meliputi pembenihan. pembesaran, dan/atau pemanenan ikan

(5) Usaha dibidang pembudidayaan ikan pada tahap pengolahan scbagaimana dimaksud dalam

© Pasal 23 meliputi penanganan hasil. pengolahan, penyimpanan, pendinginan dan/atau
pengawetan ikan hasil pembudidayaan



(@) Ussitan dititang gowmbudidiviunn ikan pada tahap pemasaran sebagaimana dimvaksud «datam

jn M S P N & - vn . 1
Bamlt TR mliput pes wuppnilan,  penampungan, pemuatan, pengangkutan, ‘penyaluran
dlapasay ’

(7) Wisdie alibtdeny pozthudidicann iban dapat dilakukan secaraiterpisabmaupun seeara terpadu

(8) Wisaha dlthidang pmmbudl("‘v can ikan seccara terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
thanyp iieh dilakuikan pady i thap praproduksi dan produksi

(9) i{Wsaha diibidang meﬁ&muaq_}m’,l ikan sccara terpisah sebagaimana dimaksud ‘pada ayat (1)
diatuiken sebagaiberikut -
. iy Nraprodud sidanroninkst dengan tahap pengolahan

0. gy Praprodussi dangireiiukst dengan tahap pemasaran atau

€. uhyy Praprodussi-dan I,mduksi tahap pengolahan dan tahap pemasaran

Paragraf 4
Stupitur dan Besarnva Tarif Retribusi
Pasal 27

JORIRNE N R g

WP didasarkan pada sumusan scbagai berikut

| ‘0 T g : ,,,'1 Perikanan Retribusi
il Il
; B (Rp)
il
|1 ,f 2 3
| S
11 i Usaha pembudidayaan ikan di Rp. 50.000.-/ tahun
- perairan umum
‘J‘ - “I'
! = ! Usaha pembudidayaan ikan di | }p- 50.000.-/ tahun
;} - l‘ kolam air tenang
1, ah lidayaan ikan di -
15 | P,S\;m; gf}f“dll‘;f:d““” tan i g 50,000, talu
4| ‘IL ‘;‘:}“1 Kerambs jaring spung ol . Rp. 50.000,-/ tahun
o o . |
T Pembemhqn xkan o Rp. 50.000.-/ tahun
rs I Rp. 100.000,~/ unit
| Rp. 100.000.-/ unit
Rp. 150.000.-/ unit
:Rp._ZOO‘OOO.-/ unit

(2) Masaperleku izin selame 30 Tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian keenam
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Paragraf 1
Nama, Objck dan Subjek Retribusi
Retribusi izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
Pasal 28

Dengs pama Retribusi izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi scbagai

pembayaran atas pemberian 1710 untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat
tertentu.

Pasal 29

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimakeud dalam Pasal
2 huruf e adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat

tertentu.

49




Pasal 30

Subjeiretigsii

ZIn b;:,‘q,d.gm-w:::rwm numan'beralkohol-adalah orangipribadi ataubadan yang
GO R :

Ernpa poniw i minumaniberdikdhol dari Pemerintah Daerah.

Pasal 31
Golongan upis minumunberghiohol dikeiompokan dalam golongan sebagai berikut :

A, minupan heratkohel: 'rolmgs A Lmalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol 1% ( satu
IPOLSGY. ) sarmpa dx:mam o (impgporsen ):

b, mimumas beeriikohed! gommngn szd dlah mimuman beralkoho! dengan kadar ethanul 5% ( lima
Fakn ) sigrgatl ‘-Lgdmt.,_ﬁ Va1 divagpuilih porsen )

< minua erdikaivil gohnygne © addlahminwman tberalkohol dengan kadar ethans! 20% ( dua

pulubpersen ) sampai deygny 5% (lima puluh lima persen );

Ay bozdleting! f:sunlp.m;“n D avhilah minuman beralkehol dengan kadar ethanl }dnh dari

Sl ot e pote . ).

t‘:.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi
Retribusi Izin Tempat PCH]UJIZXU Minuman Beralkohol
Pasal 32

(1)  Tempat penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C dan golongan
D hanya dapat dilakukan di :
a. Hotel. Restoran. Bar. Pue. dan Club Malam.
o. Tempat tertentu yang ¢lizinkan Bupati
(2) Tempat penjualen minwnan beralkohol sccara eceran untuk golongan A. golongan B,
golorngan C. dan golongan D daiam kemasan hanya dapat dilakukan di :
a. Pasar Swalayan dan scjenisnya.
b. Toke dan tempat e entu yang diizinkan Bupati.
(3) Tempa: penjuaian minuman beralkohol secara eceran golongan B, golongan ‘¢, dan
oolongan D hanya dapat dilakukan di Toko Bebas Bea ( duty {ree shop );
(4) Tempa! penjualan minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempeh, jamu dan
‘ seiepisnya uniuk tujuan kesehatan yang kadar alkoholnya setinggi-tingginya 15% ( lima
bc"m persen ) haava dapet dilakukan di :
. Pasar Swalayan atau s2ienisnva.
Iok-o,- warung tertency vang diizinkan oleh Bupati.

ST

Pasal 33

(1) Pemberian izin Tempet Penjuaian Minuman Beralkohol -sebagaimana dimaksud Pasal 32

terdiri dayi :

a. zin tempat penjuaian minuman beralkohol yang dikonsumsi langsung pada tempat

renjualan. .

b. Izin tempat penjualon minuman beralkohol secara eceran dalam kemasan.
(2) dikecualikan dari ketentuan Pasal ini, terhadap Hotel berbintang, Restoran, Bar, Pub. Club
Malum. dan Swalavan.

Pasal 34

Tingkat penggunaan jasa izin tempat penjualan minuman beralkohol diukur berdasarkan jenis

usaha dan jungka waktu.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Penctapan Tarif Retribusi
Pasal 35

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi izin tempat penjualan minuman
beralkehol ditetapkan pada tujuan untuk sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan

ﬁdﬂﬁ.;pun VAL
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doerian izin sebugarnana dimaksud pada ayal (1) meliputi penerbitan dofwumen
llz.m - gorngawasan i lapangaa, penengakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif
dari gemiperian izin terscbut.

Paragraf 4
Staudztur dan Besarnva Tarif Retribusi
" Pasal 36

(1) Stnwznur dan besarnva  tarif retribust 1zin tempa:  penjualan  minuman  beralkohol
digniongkan berdasarkan jenis tempat penjualan minuman beralkohol;
(2) Besamya tanf retribusi fzin tempat penjualan minuman beralkohol ditetapkan sebagai
bkt -
- urtik minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, dan golongan D yang
dikonsunisi dikempad pomjualan pada

i. Hotel Non Bintasg dan sejenisnya Rp. 600.000,-
2. Tempa! terteniy vang telah mendapat izin dart Bupati Rp. 350.000,-

BAB III
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 37

Retribusi Perizinan Tertentu »ang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB IV
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 38

Saat Retribusi terutang adalal pada saat diterbitkannya SKRD atau SSRD.

BABV
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Pertama
Tata Cara Pemungutan
Pasal 39

) B

} Reiribusi dipungut dengun menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

) Do‘kum‘" lain vang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa Karcis,
kupon. dan kartu lat ngeanan.

(4) Retentuan lebih fanjut nengenal tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi. diatur dengan
Peraturan Bupati.

. vy . L - pl
Poriungigan rotrndnss Jilarang O3 i\urom*‘ an.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 40

(1) Pembayaran retribusi yang terutang dilunasi sckaligus.

(2} Pembavaran vang terutang dilunasi sclambat- lambatnya 15 (lima belas) hari sejak
diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyctoran tempat pembayaran
retribusi. diatur dengan Peraturan Bupati.




Bagian Ketiga
Sankst Administrasi
Pasal 41

Daiiaum hetl Wb Retriusi tida, membayar tepat pada waktu atau kurang membayar, dikenakan
sanksi administratif berupa bumga sebesar 2 % (dua persen) sctiap bulan dari besamya retribust
vang terutang yang ticak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Keempat
Tata Cara Penagihan
Pasal 42

(1) Penagthan Retribusi terutang didahulur dengan surat teguran.

(2) Surat teguran schagaimana dimaksud pada ayat (1), awal tindakan pelaksanaan penagihan
retribusi dikeluarkan segers sctelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(3) Dalam jangka weaktu 7 (twjuh) hari sctelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus
miclunesi retribusinya yvang lerutang.

(#) Surat Teguran sebagaimaria dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat
vang dehanjuk.

(5) Ketentuan lebih lanjut mer
Peraturan Bupati.

enal tata cara pemungutan dan penagihan retribusi, diatur dengan

BAB VI
PEMANFAATAN
Pasal 43

(1) Pemanfaatan dart penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai
kegiatan vang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

(2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat 1) ditetapkan dengan Peraturan Dacrah.

BAB VII.
KEBERATAN
Pasal 44

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang
ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain.vang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasanalasan yang
ielas.

(3) Keberatan harus diajukaen dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan scjak tanggal SKRD

 diterhitkan. kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu
tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. |

(4y Keadaan di luar keknasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah svatu keadaan
vang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

Pengejuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribust dan pelaksanaan

penagihan Retribust.

==
tn
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Pasal 45

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan scjak tanggal Surat Keberatan
diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat
Keputusan Keberatan,

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian 11}1’:(11!‘1‘1
baei Waijib Retribusi. bainwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan o‘eh Bupati.

(33 Kevpmus‘nn Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian. menolak,
atau menambah besamya Retribust yang terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak
memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

o
o
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Pasal 46

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan, sebagian atau sclurubnya, kelebihan pembayaran
Retribust dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan
untuk paling lama 12 (due telas) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai
dengan diterbitkannva SKRDLB.

BAB VIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 47

(1) Atas Yelebihan pembavaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan

pengembalian kepada Bupati.

(2) Bl.p‘ah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan
‘pfeww;—‘arﬁ."rmdian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada gyat (1), harus
memberikan keputusar:.

(3) mpaiﬂ @ jangka waktu schagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui daa Bupati tidak
memberikan suatu keputusan., permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap
dikabulkan dan SKPDLD s SKRDLS harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1
{satw) bulan.

(4) Apabila. Wajib Retribusi  mempunyai utang: Retribusi Jainnya, kelebihan pembayaran
Rewribust schagaimana (.Hmhr'wu pada ayat (1) langsung dipcrhitungkan utuk melunasi
teriebih dahulu uiang Retribusi tepscbut.

{5y Pengerrbalian kelebihan  pembayaran Retribusi scbagaimana  dimaksud pada ayat (1)
dilakuican dalam jangks wwakitu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau
SKRILE.

{6) Jika pengembalian kelehihan pc,mb'lvuan RcterLm dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan.
Bumwu memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perscn) sebulan atas keterlambatan
pembayaran kelebihan peinbayaran Retribusi.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenat tata cara pengembaliian kelebihan pembayaran Retribust
sebagairnana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BADB IX
KEBALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 48

(1) Haiz mmink melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3
(tigsd, withun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi
melakan tindak pidane di bidang Retribusi.

{2) Kolelwvarsa penagihan Retribusi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tertang guh jika:

a. aittebitkan Surat Teguran: atau
b. aifn pengakuan utang Retsibusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak
Lrngsung.

(3) Daiam hal diterbitkan Surat Teguran scbagaimana dimaksud pada ayat (2) hurul a.
Jeedsiawarsa penagiban dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran terscbut.

() Pensivan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurul" b
aditiah Wajib Retribusi dengen kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi
dhan Bradvin melunasinye hepada Pemerintah Dacrah.

(5) Pewwdanan utang Retrihigiisecara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurut
b u:')'tf diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pem mbayaran dan
permwifonan keberatancilth Wajib Retribust.

Pasal 49

(1) ‘Riutanz ‘Retribusi pang iiidek mungkin ditagih 1'1&,1 karena hak untuk mclakukan penagiban
sudalhkedaluwarsa dapatciihapuskan

tn
)



(2) Bupati menetaprsn Keputusan  Perzhapusan Pmtan" Rckr‘ibusi Dacrah  yang sgdah
! g ORELI0UST  DOcrall vang  Sudsd
¢ 3 cedalusiared Sebagelingnn dima /m\ld pa dd"\d (1 )- ’

{r_;‘gi'i—; ;f;rjut pengenal lald (.dm Ln“num;)usan piutang Retribusi yang sudah

P ST 7.\ R R SR T Yy
FuRDEAL Perginen L\ ‘-1“

i

i
o Kead rknwg S Ml‘ et

BAB X
= TATA CARA PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 50

| (1) Bupati dapat memberikan pengurangan atau pcmbcbasan Retribusi.

e (2) Pemberian pengurangan dan pembebasan Tetribusi scbugaimana dimaksud pada ayat H

3 dengan wmemperhatikan permabonan dari W apb Retribusi sebagai akibat adanva kesalahan

. | hitung dan atau kekeliruan pencrapan biava pelayanan

(3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan
vang/ertimpa bencana alam. kerusakan fatal akibat adanya kerusuban massal atai perusahaan

A, sung mengalamitkerugian vang dapat dibuktikan.

& (4) Ketentuan lebih lanjut menjpenai tata cara pengurangan den pembebasan Retribusi ditetapkan

: lebih lunjut oleh/Bupati.

BAB XI
PEMBURKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 51

(1) Bppribcerwenanzmeleslzan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
Rmur;Ht‘Rzr;L.aianlg rangkanelcksanakan peraturan perundang-undangan tentang Retribusi

o n'ln

ez
(2 WWab \T‘:—,\‘cn‘j’“f'tsi YARE AR R 1D
ageemesthibatkar dan gy o omeminjamkan buku atau catatan, dokumen yeng menjadi
dasaraya dan delrimen-lgin yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang:
“bomembenkan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan
~memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
smemberikan keterangan yong diperlukan.
(3) Kmunum lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan
Bupati.

BAB XII
G INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 52

(1) Instansi vang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian
kinerja Lertentu.
(2) Pemberian insentif’ schagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah.
(3) Ketentuan icbih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana
\ dimaksud pada avat (1), diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada

."' Peraturait Pemerintah.
: BAB X
| CPENINJAUAN TARIF RETRIBUSE
: 4 ~ Pasal 53

G Salaianm AN dimaksud pada avat, (1) dilakukan dengan
’ AR ! A7 bR
ik andeide keder :: u\n 0 rl}unlan ran purd\onommn

3) i) LH‘;\JL\l—\ metarid Rutnibuse 5;“‘“ agaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.

SRLER RIS :“cm‘m-} A kN il L;;' rgl ing lama 3 (tiga) tahun sckali.
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(4)

BAB X1V
PENYIDIKAN
Pasal 54

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipii tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang

khusus sebagai Penvidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi
Daerah, scbagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pcjabat Pegawai Negeri Sipil tertentu

di lingkungan Pemerintzh Dacrah vang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. .

b.

ik

K.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporanberkenaan
denecan tindak pidana di bidang Retnbusi Dacrah agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lebih iengkap dun jelas;

meneliti, mencari. dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan
tentang kebenaran perbuatan vang dilakukan schubungan dengan tindak pidana Retribusi
Dacrah:

meminta keterangan dan bahan bukti dar orang pribadi atau Badan schuburgan dengan
tindak pidana di bidang Retribusi Dacrah:

memeriksa buku. catatan. dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang
Retribusi Daerah:

melakukan penggeleduhan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan
dokumen lain. serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana
di bidang Retribusi Dacrah;

menvuruh berhenti dan’atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat
pada saat pemeriksaon sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda,
dan’/atau dokumen vang dibawa;

memotret sescorang vang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Dacrah;

memangeil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa scbagai tersangka atau
saksi: :

menghentikan penyidikan: dan/atau

melakukan tindakan lain vang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di
bidang Retribusi Dacrch sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya peayidikan dan
menyampaikan hasil penvidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi
Negara Republik Indoncsia. sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang
Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 55

Vajib Retribusi vang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Dacrah
diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali
jumlah Retribusi terutang vang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 56

Denda schagaimana dimaksud dalam Pasal 48 mcrupakan penerimaan negara.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku. Retribusi vang masih terutang berdasarkan Peraturan
Dacrah tentang Retribusi Perizinan Tertentu masih dapat ditagih sclama jangka waktu 5 (lima)
tahun terhitung scjak saat terutang.

N
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Tﬂﬁ a1 58

. - T he) =) e B S5 1 P
Dengan berlai: deraturin B ,,a, hoini. maka

a. Peraturan Daerah Kabupaten Simgiungun Nomor 19 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin
Trayek dan Tidek Dolam Travek {Lembaran Dacrah Kabupaten Simalungun Lnun 2001

\;\_)ﬂuuC 1

_j.‘ _' b. Peratiran Dacrah Kobupaten Simalungun MNomor 41 Tahun 2001 tentang Perijinan Usaha

k3 i r Perkebunan (1 3, rerah Kabu pgl n Simalungun Tahun 2001 Nomor 41
i Scf.: D & ¢ 41). sebagairmana diubah terakhir dengan Pcraturan Dacrah Kabupaten

3 & Q5o ]1"«,:
. NI AT

cmbaran Daersh Kabupaten Simalungun Tahun 2006

. Semalungun Nomor 31 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin
kB wharan Dacrah Kabupaten Simalungun Tahun 2001 Nomor 31 Seri
@ 4 Peratren Decrah Kabupaten Simalungun Nomor 28 Tahun 2001 tentang Retribusi Lalu

Lintas Produkst Perikanan dan Peternakan di Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah
Fabupaix e %n\al ungun Tahun 2001 Nomor 28 Seri B Nomor 28);
dicabut dan dinvatakan tidak berfaku.

g
-

Pasal 59

Hetaitizariegritrayint neiegenati ol misipelaizsanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan
Bumi't.
Pasal 60

.

ealurpn Daceni i miset ibne ol irndd e ldd nndangkan.

-t i

R

btiogitas SETHA V qrau e tsneinya, memerintahkan pengundangan PeraturanDacrah ini
drmzanmer snpnciamaaitiam leontibasan Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di ~ Pamatanz Rava
pada m;:,g'ﬂ 22— 11 =201

BUPATI SIMALUNGUN,
dto.

J. R. SARAGIH

N KABUTATEN SIALUNGUN TAYUN 2011 NOMOR 8 sgri B NOMOR B
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